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LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN
TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a bahwa untuk pengembangan dan peningkatan
usaha Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata
Sawahlunto, dipandang perlu melakukan

penambahan penyertaan modal daerah;


http://www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat

b.

C.

s 1

bahwa barang milik daerah berupa Water
Boom dengan segala fasilitasnya yang
pembangunannya berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 dapat
ditetapkan sebagai penambahan penyertaan
modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas

(PT) Wahana Wisata Sawahlunto;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk  Peraturan  Daerah  tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Kota Sawahlunto ke dalam modal saham
Perseroan  Terbatas  Wahana ~ Wisata

Sawahlunto;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota

Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
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Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Sawahlunto, Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Sawahlunto/Sijunjung  dan
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3423);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok — pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
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Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
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